Permasalahan : PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG TINGGAL DI
LUAR NEGERI

. Pengenaan Pajak Penghasilan

A. Subjek Pajak dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh
Penghasilan.

B. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Waijib Pajak.

C. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam
bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam
tahun pajak.

D. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun
buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Il. Subjek Pajak
A. Subjek Pajak Orang Pribadi terdiri dari:
1. Subjek Pajak dalam negeri yaitu:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia termasuk orang pribadi yang
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia atau

b. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

c. orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yaitu;
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau

b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan
pulub tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia maupun yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.

B. Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri
terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain :

1. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima
atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar
negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia.

2. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto dengan
tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.



3.

Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak,
sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui
pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya
dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam
negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang PPh dan Undang-undang
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Wajib Pajak luar negeri untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
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tempat kedudukan manajemen;

cabang perusahaan;

kantor perwakilan,

gedung kantor;

pabrik;

bengkel;

pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang
digunakan untuk eksplorasi pertambangan;

perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan,

.pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain,

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan;

orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia.

D. Kewajiban Pajak Subjektif:

1.

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di
Indonesia Iebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari datam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, kewajiban pajak subyektifnya dimulai sejak hari pertama ia
berada di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi berakhir pada saat
ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan
dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan
Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang
nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat

timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan
tersebut selesai dibagi.



3.

5.

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, kewajiban
pajak subyektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di
indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di
Indonesia.

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan pulub tiga) hari dan tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajak
subyektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi
menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang
berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun
pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

E. Tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

1.

pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka,dengan syarat:

a. bukan warga negara Indonesia;

b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan
atau pekeriaannya tersebut; dan

€. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

a. bukan warga negara indonesia dan

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.

lll. Objek Pajak
A. Dasar hukum: Pasal 4 UU PPh

B. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk :

1.
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penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-undang ini;

hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;,

laba usaha;

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang;

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi,



8. rovalti;

9. sewa dan penghasilan fain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumiah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,

13. premi asuransi;

14. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak.

C. Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

1. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;

2. warisan;

3. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau
Pemerintah,

4. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;

5. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi,

IV. Kredit Pajak Luar Negeri

A. Dasar hukum Pasal 24 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri

B. Pada dasarnya Waijib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan,
termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Penggabungan
penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

a. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya
penghasilan tersebut;

b. untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan
tersebut;

c. untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(2) UU PPh, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden
tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

d. Kerugian yang diderita di lJuar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung
Penghasilan Kena Pajak.

C. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri maka pajak yang
dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang
terutang dalam tahun pajak yang sama.



. Besamnya kredit pajak luar negeri adalah paling tinggi sama dengan jumlah pajak
yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu
yang dihitung berdasarkan perbandingan antara penghasilan dari luar negeri
terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas
Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas
Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari
penghasilan luar negeri.

. Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan
kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.

. Dalam hal jumiah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri
melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak
dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya,
tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat
dimintakan restitusi.

. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, penentuan sumber

penghasilan adalah sebagai berikut :

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan
yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan;

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan
harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga,
royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak
adalah negara tempat harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut
bertempat kedudukan atau berada;

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap
tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian
dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang

ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau
pengembalian itu dilakukan.

Mekanisme pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dengan cara Wajib Pajak
menyampaikan permohonan kredit pajak luar negeri bersamaan dengan
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kepada Direktur
Jenderal Pajak dengan dilampiri:

a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri,

b. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan

¢. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.



ANDA TINGGAL DI LUAR NEGERI ?

Wajib Pajak adalah orang pribadi atan badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dan
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yvang
diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak; badan dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak luar negeri adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
BUT di Indonesia.

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan vang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam
pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain :

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari
Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak lvar negeri dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan
Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tanf pajak sepadan;

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk
menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan
pajak yang bersifat final;

d. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia serta memiliki hubungan ekonomis, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan
dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ni dan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ayat (3) huruf a;

e. WNI yang terkena kewajiban perpajakan di LN tidak perlu dipermasalahkan karena pajak yang sudah

dibayar/dipotong di negara luar Indonesia bisa dikreditkan dari total pajak terutang yang harus dilaporkan di
Indonesia;

@Subyek Pajak Luar Negeri yg memiliki penghasilan di Dalam Negeri (misal: bengkel, kost, sewa rumabh,
dIL) tetap memiliki kewajiban melaporkannya dalam SPT dan melaporkan SPT Tahunan paling lambat
tanggal 31 Maret tahun berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)



